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Perdebatan mengenai izin orang tua dalam pelaksanaan perkawinan
menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Undang-Undang di Indonesia
dan Mazahib Al-Arba’ah, di mana Undang-Undang menetapkan batas usia 21
tahun untuk memerlukan izin orang tua, sementara pandangan ulama berbeda
dalam hal keharusan izin wali tanpa batasan umur yang jelas. Hal ini
mencerminkan kompleksitas dalam memahami norma-norma hukum dan sosial
terkait perkawinan di berbagai konteks.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana
kedudukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-
Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2 Tahun 1974?. 2). Bagaimana kedudukan izin
orang tua untuk melangsungkan perkawinan menurut pendapat Mazahib Al-
Arba’ah (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki dan Mazhab
Hambali)?, dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan izin orang tua untuk
melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2
Tahun 1974 dan untuk mengetahui kedudukan izin orang tua untuk
melangsungkan perkawinan menurut pendapat Mazahib Al-Arba’ah (Mazhab
Hanafi, Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali)

Untuk menjawab permasalahan ini peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research), kemudian data
dianalisis dengan menggunakan content analysis (analisis isi), selanjutnya di
interpretasikan dalam sebuah kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas
dasar konteksnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama: Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan kata
wali dalam persyaratan perkawinan akan tetapi hanya menyebutkan orang tua,
itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya sebelum
melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila calon mempelai berumur
dibawah 21 tahun, apabila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun, maka
peranan orang tua tidak ada sama sekali. Kedua: Dalam pernikahan menurut
Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali bahwasannya syarat sahnya
pernikahan adalah adanya wali. Sehingga sah ataupun tidak sahnya pernikahan
tergantung dari izin dan restu dari wali, Sedangkan dengan Mazhab Hanafi
mengenai kedudukan wali dalam pernikahan berpendapat bahwa wali tidak lagi
diperlukan bagi wanita yang sudah berakal, dewasa, baligh, juga janda. Artinya
membolehkan pernikahan tanpa adanya wali (menikahkan dirinya sendiri),
maupun menjadi wali bagi wanita lainnya.
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